RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah: 6 dokumen

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD : 2 dokumen

1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah: 7 dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

umlah Orang vyang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN:240 org/ bln

2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen

Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD: 12 dokumen




2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD: 1 laporan

2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah  Laporan  Keuangan

Bulanan/
Triwulanan/Semesteran  SKPD
dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan
/Triwulanan/Semesteran SKPD:
1 laporan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan

Barang Milik Daerah pada SKPD
: 12 laporan

4, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai: 12 laporan




5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan  Kantor vyang
Disediakan: 1 paket

5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan: 4 paket

5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan: 1
paket

5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan: 3 paket

5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan:
3 dokumen




5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
12 laporan

5.7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD: 12.000 dokumen

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Disediakan:
6 Unit

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat: 1 laporan

7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan:

12 laporan




7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Peralatan dan
Perlengkapan  Kantor yang
Disediakann: 1 laporan

7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan: 12 laporan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya: 1 unit

8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya: 17 Unit

8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara: 85 Unit

8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi: 4 Unit

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
yang Disusun: 2 dokumen

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS yang
Disusun: 2 dokumen

1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD

Jumlah DPA-SKPD yang
Diverifikasi: 32 dokumen

1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD



Jumlah Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD: 2 dokumen

1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD: 2 dokumen

1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran: 3
dokumen

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
2.1. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota: 5 laporan

2.2. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan




Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran  Perubahan  APBD
Kabupaten/Kota: 5 laporan

2.3. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/
Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota: 5 laporan

2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian Provinsi
dan Kabupaten/Kota dan
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah: 2
dokumen




3. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
dan Laporan Hasil Koordinasi
dalam  rangka  Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK):
2 laporan

3.2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi
Terkait: 8.000 dokumen




4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran: 12

laporan

4.2. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan SKPD,

BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi: 3 laporan

4.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah  Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang

Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD: 2
dokumen

4.4. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Tanggapan/Tindak Lanjut




terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD: 1
dokumen

4.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah : 1 dokumen

4.6. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem dan Prosedur

Akuntansi dan  Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Daerah: 1 dokumen

4.7. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang Mengikuti

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban

Pemerintah  Provinsi: 120
orang

4.8. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

Jumlah BLUD Provinsi yang
Dibina: 27 lembaga




5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Investasi Pemerintah Daerah: 6
laporan

5.2. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan: 5 laporan

5.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Darurat dan

Mendesak: 1 laporan

5.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi Hasil

Provinsi: 1 laporan

C. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah  Dokumen  Rencana
Pengelolaan Pajak Daerah: 1
dokumen

1.2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah



Jumlah Laporan Pengembangan

Pajak daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah: 1 laporan

Jumlah Dokumen Hasil Analis
Pajak Daerah: 5 dokumen

1.3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak
Daerah: 1 laporan

1.4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah:

12 laporan

1.5. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan

Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah: 2 laporan

D. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Jumlah Standar Harga vyang
Disusun: 1 dokumen




1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah Rencana  Kebutuhan
Barang Milik Daerah: 2 dokumen

1.3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah: 1 laporan

1.4. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil

Pengamanan  Barang  Milik
Daerah: 1 laporan

1.5. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian

Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah: 3 laporan

1.6. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang  Milik  Daerah: 1
dokumen







